
 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VIII DPR RI 

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, 
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, 
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KOMISI 
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 
(BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI). 
 

Rapat Ke : 3 

Tahun Sidang : 2016-2017 

Masa Persidangan : II 

Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke - 3 

Dengan : - 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari, Tanggal : Kamis, 16 November 2016 

Waktu  : Pukul 14.00 WIB  

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 

  Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 

Ketua Rapat : H. Iskan Qolba Lubis, MA 

Sekretaris Rapat :   Yanto Supriyanto, S.H  

Acara : mendengarkan masukan dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS 

tentang Jangkauan Pengaturan RUU tentang Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (TJSP) untuk mengoptimalkan Pemanfaatan 

Program TJSP dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat  

Hadir :   10 orang dari 26 orang Anggota Komisi VIII DPR RI; 

  

   

I. PENDAHULUAN: 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat 

membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 14.50 WIB. 

2. RDPU dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan 

mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Nindyo Pramono, SH, MS dan 

dilanjutkan dengan tanya jawab dari anggota Komisi VIII DPR RI. 

II. CATATAN RAPAT 

1. Meninjau kembali definisi perusahaan yang ada dalam RUU tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan karena akan menambah perbedaan definisi 

Perusahaan yang sudah ada di beberapa peraturan perundang – undangan.  
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2. Mempertimbangkan dampak terkait kewajiban perusahaan dalam 

menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena praktiknya 90 % 

perusahaan di Indonesia adalah tertutup. 

3. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memasukkan klausula 

tentang bantuan beasiswa pendidikan untuk daerah – daerah yang tertinggal. 

4. Harus adanya definisi yang jelas tentang Forum Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan, siapa saja yang berperan dalam Forum Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan tersebut.  

5. Adanya pengaturan yang tegas (mekanisme pertanggungjawaban) dalam 

penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan karena akan 

menimbulkan permasalahan hukum.  

6. Penetapan persentase untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah 

kebijakan dari Direksi dan diambil dari laba perusahaan.  

7. Peran negara diperlukan dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 

tetapi tidak terlalu detail dalam pengaturannya. 

 

III. P E N U T U P 

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB. 

 

 Jakarta, 16 November 2016 

 PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI 

WAKIL KETUA, 

TTD, 

 

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA 

 


